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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

 

Dari keseluruhan pembahasan di atas, setelah melakukan analisis 

perbandingan terhadap “Studi Komparatif Proses Mediasi di Pengadilan Agama 

Indonesia dengan Proses Mediasi di Mahkamah Syari’ah Kuching Sarawak 

Malaysia” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Mediasi adalah kewajiban dalam beracara di Pengadilan Agama dalam kasus 

perceraian. Proses mediasi dilakukan pada sidang pertama dan hakim wajib 

menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan menyarankan 

para pihak untuk memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator. 

Setelah itu, majelis akan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan 

untuk menjalankan proses mediasi. Jika upaya mediasi berhasil maka kedua 

belah pihak akan menandatangani akta perdamaian yang disaksikan oleh 

mediator dan sekiranya upaya mediasi gagal maka mediator wajib melaporkan 

secara tertulis kepada hakim bahwa mediasi gagal. Jika para pihak menolak 

untuk melakukan proses mediasi maka perkara akan batal demi hukum. 

Adapun mediasi dalam Mahkamah Syaria’ah dikenal dengan perdamaian. 

Proses perdamaian dilakukan sebelum masuk ke persidangan. Setiap yang 

berperkara harus menempuh konseling di Jabatan Agama Islam Sarawak 

(JAIS), akan tetapi jika tidak menemukan kesepakatan maka masih dilakukan 

upaya perdamaian oleh hakim di Mahkamah Syari’ah. Jadi proses perdamaian 
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di Mahkamah Syari’ah dilakukan dua kali yaitu di Jabatan Agama Islam 

Sarawak (JAIS) dan Mahkamah Syari’ah. 

2. Ada beberapa persamaan dalam proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama 

dan Mahkamah Syari’ah terdapat persamaan dan perbedaan, antara lain : 

a. Persamaan proses mediasi di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah. 

No Perbedaaan Pengadilan 

Agama 

Mahkamah Syari’ah 

1. Pengangkatan Mediator Mediator 

ditunjuk oleh 

Hakim. 

Mediator ditunjuk 

oleh Hakim. 

2.  Waktu Proses Mediasi Dilakukan pada 

sidang pertama. 

Awalnya dilakukan 

di JAIS, jika tidak 

berhasil maka pihak 

berperkara akan 

menempuh proses 

perdamaian lagi di 

Mahkamah Syari’ah. 

 

b. Perbedaan Mediasi di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah. 

No Perbedaaan Pengadilan Agama Mahkamah Syari’ah 

1. Syarat Mediator Harus mempunyai 

persyaratan yang 

telah diatur oleh 

Ketua Mahkamah 

Agung 

Hakim bebas 

memilih mediator 

2.  Jumlah Mediator 1 orang dari pihak 

pengadilan 

3 orang yakni 

pegawai agama dan 

2 orang wakil dari 
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pihak perkara 

3. Batas Waktu 

Mediasi 

30 Hari 6 Bulan 

 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan disini adalah: 

1. Mahkamah Syari’ah Sarawak seharusnya mencontohi Pengadilan Agama 

Indonesia dalam melaksanakan mediasi. Ini dikarenakan sehingga hari ini 

masih belum menjalankan mediasi secara sempurna di Mahkamah 

Syari’ah. Apa yang dilakukan adalah lebih mirip kepada unit konseling 

yang dikendalikan oleh pegawai dari unit khidmat nasehat dan konseling 

dari Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS). Amatlah disayangkan karena 

sebenarnya di Mahkamah Syari’ah telah diwujudkan suatu lembaga sulh, 

tetapi akibat dari kekurangan sumber daya manusia, lembaga ini tidak 

bisa beroperasi secara maksimal. Sekiranya terdapat konflik yang 

memerlukan penyelesaian secara damai, kasus tersebut terpaksa 

dilimpahkan ke Unit Khidmat Konseling dan konseling Jabatan Agama 

Islam Sarawak (JAIS). Kondisi ini amatlah berbeda dengan Mahkamah 

Syari’ah di semenanjung Malaysia dimana Lembaga Sulh bisa beroperasi 

secara maksimal. 

2. Proses penunjukan mediator di Mahkamah Syari’ah hendaknya meniru d 

Pengadilan Agama karena orang yang dipilih sebagai mediator adalah 

orang-orang yang mempunyai sertifikat sehingga peran mediator tidak 

hanya sekedar formalitas belaka. 
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3. Dalam proses mediasi di Pengadilan Agama hendaknya meniru 

Mahkamah Syari’ah yang melibatkan Jabatan Agama Islam Sarawak 

(JAIS) seperti Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia. 


